


 

b. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

c. Pengaturan sistem kerja dilaksanakan dengan : 

1) Pembagian tugas berdasarkan shift dengan surat tugas; 

2) Pembagian piket per bidang atau bagian pada unit kerja; dan 

3) Sistem kerja sesuai karakteristik dan beban kerja masing-masing Perangkat 

Daerah dengan ketentuan agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

d. Pegawai yang dianjurkan untuk tetap bekerja di rumah adalah : 

1) Berusia 50 tahun ke atas kecuali JPT Pratama, Administrator dan Pengawas. 

2) Menggunakan transportasi umum. 

3) Bertempat tinggal di luar wilayah Kota Singkawang. 

4) Ibu hamil / menyusui. 

5) PNS yang masuk dalam kategori ODP (Orang Dalam Pemantauan). 

e. Absensi terhadap Pegawai ASN yang WFH dibuktikan melalui Surat Tugas Kepala 

Perangkat Daerah sebagai bukti pengganti absensi. 

f. Absensi kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas di kantor dilakukan secara 

manual. 

g. Untuk menjamin kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas pada masing-masing 

Perangkat Daerah, agar Pegawai ASN yang bekerja di rumah wajib melaksanakan 

tugasnya dan menyampaikan laporan pekerjaan kepada atasan langsung melalui 

sistem komunikasi yang tersedia baik melalui email / whatsapp / media komunikasi 

lainnya. 

h. Pegawai ASN yang melakukan kedinasan di rumah / tempat tinggalnya berhak 

mendapatkan Tambahan Penghasilan dan uang makan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

i. Perangkat Daerah yang tidak boleh menerapkan WFH adalah sebagai berikut : 

1) Rumah Sakit; 

2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana; 

3) BPBD; 

4) Satuan Polisi Pamong Praja; 

5) Puskesmas dan Unit Pelaksana Kesehatan Lainnya. 

j. Khusus guru bekerja di rumah selama siswa diliburkan dengan menggunakan media 

komunikasi dalam menyampaikan tugas / materi kepada siswa. 

k. Pembatasan jam pelayanan langsung (seperti pelayanan administrasi kependudukan, 

pajak, perizinan, kepegawaian dll) dengan durasi waktu paling lama 3 (tiga) jam, 

dengan memberlakukan social distancing dan mematuhi protokol kesehatan seperti 

penggunaan masker, sarung tangan/handscoon, handsanitizer, penyediaan fasilitas 

cuci tangan dan sabun. 
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